SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREN)
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KERUTUHAN MINIMAL RUMAH TARGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARUPATEN PURWOREJC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BLUPATI PLIRWOREID,

Meninbang 'I:nlmm:ltr_k.nﬂhiukﬂﬂ krtrntiuan Pasal 18 aynt 4] Peabumn
[aemh Kabupaien Pursonsoe Bormor 7 Talwmn 2017 hml-h]-:
dan Administtii§ Fmpinon dan  Angaols  Dewan

Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahunm 2014 fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubdik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Heg:l-:ru Republik Indonesia Normor La87),
schegaimana telah divbah beberapa kall, terakhir
dmga.n Undg;gl Undang Nomor % Tahun 2015 tentang

ua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaban Dacrah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesaa
Nomor S5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2008 2 Nomor 140,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indenesia
Nognor 457H);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangen dan Admindstratl Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia
Nomor GO5ST);

1



3. Pemturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahin
2006 Tentang Pedoman Pe olaan Kewangan
Dmerah, sebagsimana telah did beberapa kall,
terakhir dengan Peraturan Menterd Dalam ri
Momor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Delam MNegeri Nomor 13
mlrrhm tentang Pedoman Pengelolaan Kewangan

6. Permiuran Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Penpgelompokan Kemampuan Kesangan
Daerah sertn Pelaksanasn dan Pertangeengawalan

Penggunasn Dana Operasionat;

7. Perataran Daerah EKabupaten Purworche Nomor 22
Tahun 2016 tentang Pokok- Pengebolasn
Kevangan Daserah (Lembearan paten

Purenrejo Tahun 2016 Nomor 22);

8. Permturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7
Trhun 2017 tentang Hak Keuangan dan Admintstratif
Pimpinan dan Anggotn Dewsn Perwalkalan Rakyat
Daernh  Kebupaten Purworejo [Lemboaran  Dasrah
Kabupaten Purworejo Tehun 3017 Nomor 7);

MEMUTLUESREAN:

Menetapban:  PERATLURAN BLPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN

MINIMAL RUMAH  TANGGA  PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

PURWORETO.
BaB [
RETENTUAN LIMLUM
Pusal |

Oalam Peraturan Bupat ini, yang dimaksod dengon:

L
2

= L

Daerah adalah Kabu Purwarejo.

Pemerintah  Dasrah adabahmm a Daerah ﬁmﬁk LERELF
penyelenggara Pemerintaban vang memimpln pelaksanaan
urusan pemerintahan yvang menjadl kewenangan daerah otonom,
Bupati adalah Bupati F'm'mm:_rh

Dewan Perwakilan Rakyat Deerah yang selanjutnys disingkat DPFRD
adalah DPRD Knbupaben Purssorepo.

Pimpistan DPFRD adalah pejabat deerah yang memegeng jebatan
Ketua dan Walal Ketua DPRD Kabupaten Pr_l:l"l.m_pu-_

Bekretarial Dewan Perwakilan Rakyval
ﬁmﬂw&j%tﬂukmudutbmnadahh&mtﬁﬂatg%
0

Belanja Rumah Tanggm Pimpinan DPRED adalah belanja untuk
kebuluhan rumah tanges Pimpinan DPRD dan tamil



£, Standar kebutuhan minimal adabah ukuran terkeci] atau terendak
dari kebutuhan hidup vang harus dipenwhi,

9. Angparan Pendapatan dan Belanga Desrah yang  selanjutnys
digingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemenntab
Diperah yang ditetapian dengnn Peraturan Daesrah.

BAR I

BELANJA RUMAH TANGGA
FIMFINAN DPFRD

Praal 2

{1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kessjahiteraan berupa
belanja rumah tangga.

(2} Belanjm mumah mngga sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
disediakan dalam rangka menunjang pelaksanasn fungsi, tagas
dan wewenang Plrnpinan DPRD.

{3} Belanja mumah tangga scbageimana dimaksud poeda amyat (2),
digunakan untuk memenuhi kebubohan mmimal romabh tanggea

dengan mempertmbangkan kemampuan keuangan daerah.

{4} Kebutuhan minimal rumah tanggs sebagaimana dimakswd pada
ayat (¥, dienggarkan dalam progrmm dan kegintan Sekretariat
DPRD don  dilaksanankan dengan mengacu  pads pernturan
perundang-undangan.

Praal 3

{1} Jenis kebutuhen mindmel rumah fangegs sebagemimana domaksud
dalamn Pasal 2 avat (3), meliputl:
a. kebutahan makan dan minum haran;
b, kebutuhan makan dan minum jamuan tamu;
c. kebutuhan rumah tanggn birnmya.

{2) Kebutuhan rumah tangga lainnya secbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huraf ¢, sdalah kebutuhan rumah tanggs diluer kebutuhan
makan dan minum harian anggota keluarga inti, kebutuhen makan
dan mnum jamuan amu, kebutubhan rumab angga berupa  aar,
listrik dan telepon.



(3] Kebutuhan rumah tanggs lainnya seheagaimana dimaksud pada

ayat (1] humf ¢, antara lain berupa ;

A, kebutubhan untuk biaya tenagn asisten rumah tangga;

b, kebutuhan bahan bakar uniak keperluan memasak;

£, kebutuhan alat dan bahan untuk kebersdhan rumah tanggs;

d. kebutuhan akat dan behan keperluan Mandi, Cuci dan Kakus
MCK);

e, kebutuhan bahan dan barang pakai habis lainnya untuk
kebutuhan rurnah bangga.

Pasal 4

Belanja rumah tangegs Pimpinan DPRD disediakan dengan ketentuan

sebagai berikul:

. Hetua DPRD disediskan untuk memenuhi kebutuhan paling
banyak 7 (tujuh] crang anggota kehaarga ints;

b Wakil Ketua DPFRD disedinkan untuk memenichi kebutuban paling
banymk 5 (lima) orang anggpota keluarga int

Pasal 5

Dalam hal Pimpinan DPED bdak menggunasloin Rabiss fumah negara
dan perlengkapannya, Gdak diberikan belanja rumah tangga,

BAR I

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL
RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 6

Kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD sehagrimana dimakesud
dalam Pasal 3, dipenuhi dengan mengecu pada standarsssi hiaya
kegintan dan honoranum, ey pemelibhnrann dan standenisasi hanga

pengadaan barang/ jasa kebutuban pemerintah Kabupaten Purworejs
yang berlaku bagl Bupati dan Wakil Bupsat,



HAR IV

PEMGANGGARAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPED

Pasal 7

(1) Pengmnggamn, peogelolasn dan  pertanggunglawaban  belanja
terpisahkan dari APBID.
mimah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan sesisl ketestian
pengelolaan kruangan dasrah.

BaB Y
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati Indl mulai berlabw pada tanggel diundangkan dan
mernpunyal deya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2017,

Agar orang mengetahuinys, memerintahkan ndangan

Pﬁ:mh:fﬁnﬂﬂ%apaﬁ ink dengan penempatannys dalam Berita Dacrah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
parla tangesl 16 Dktober 2017

HUPATI PLURWOREIC
Cerp e
AGLS BASTIAN

Divndangkan di Purworeio
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEERETARIS DAERAH KAHUPATEN PURWORE I
Cap tid

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURW OREE.JC
TAHUN 2017 NOMOR 75 SERI E JOMOR 87



